
Persiapan menuju tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang akan
mulai dilakukan di dua daerah: Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Pilkada ulang
terjadi karena konsekuensi kemenangan kotak kosong. Jadwal pemungutan suara akan
diselenggarakan pada 27 Agustus 2025. Penetapan jadwal ini sesuai dengan kesepakatan DPR
RI melalui Komisi II dan pihak Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
serta pihak Penyelenggara Pemilu pada 25 September 2024. Kesepakatan tersebut menyatakan
bahwa daerah dengan pasangan calon (paslon) tunggal yang kalah dalam persaingan dengan
kotak kosong, harus melaksanakan Pilkada ulang dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun
sejak pemungutan suara Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

Proses persiapan penyelenggaraan Pilkada di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
menarik perhatian publik karena sejumlah isu krusial yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Salah satu isu utama adalah rendahnya
partisipasi memilih di kedua daerah tersebut, yang hanya mencapai sekitar 53%. Hal ini menjadi
tantangan besar bagi penyelenggara Pilkada ulang karena tingkat partisipasi baik secara
kuantitatif dan kualitatif merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur legitimasi dan
keberhasilan Pemilu. 

Selain itu, penyusunan dan pemetaan anggaran juga menjadi isu krusial. Adanya proyeksi
penambahan jumlah paslon yang mendaftar dapat memengaruhi besaran dana yang
dibutuhkan untuk mendukung seluruh tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon hingga
pemungutan suara. Penyusunan anggaran ini harus mempertimbangkan kemampuan fiskal
daerah yang terbatas. Oleh karena itu, komitmen anggaran yang kuat dari pemerintah daerah
dan pemerintah pusat sangat diperlukan agar Pilkada ulang ini tidak terkendala oleh masalah
pembiayaan yang dapat menghambat kelancaran proses demokrasi.

Masalah keamanan juga menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Pilkada ulang. Pemetaan
potensi konflik dan ketegangan sosial perlu dilakukan, mengingat hasil Pilkada sebelumnya
dimenangkan oleh kotak kosong. Langkah-langkah mitigasi harus segera diambil untuk menjaga
agar Pilkada berlangsung aman dan tanpa gangguan sehingga tidak merusak proses demokrasi
elektoral. Pengamanan yang efektif dapat memastikan pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung
dengan lancar, tanpa ada gangguan dari pihak-pihak yang berusaha menganggu ketertiban.

Masalah perekrutan panitia pemilu dan logistik menjadi juga menjadi tantangan. Model
perekrutan panitia diperlukan kecermatan. Proses distribusi logistik Pilkada, mulai dari surat
suara hingga perangkat Pemilu lainnya, perlu diatur dengan baik agar tidak terjadi
keterlambatan atau kekurangan pasokan. Cuaca buruk yang terjadi pada waktu
penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 menjadi pelajaran berharga yang harus
dipertimbangkan dalam perencanaan distribusi logistik untuk Pilkada ulang.
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Komisi II DPR RI, dalam pelaksanaan fungsi anggaran, perlu mendorong Komisi
Pemilihan Umum (KPU) untuk menyusun anggaran secara cermat dan memastikan
adanya koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah, baik pada tingkat
provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini penting agar anggaran yang tersedia
dapat digunakan secara efisien untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan krusial,
seperti persiapan teknis dalam aspek logistik, penyelenggaraan, pencalonan, dan
kampanye. Selain itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI juga
perlu mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memetakan potensi
kerawanan sosial dan konflik, mengingat hasil Pilkada sebelumnya yang
dimenangkan oleh kotak kosong. Bawaslu diharapkan dapat memperkuat
mekanisme pengawasan dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, guna
memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada ulang berjalan dengan lancar, aman, serta
bebas dari gangguan yang berpotensi merusak integritas proses demokrasi.

bawaslu.go.id, 13 Februari 2025;
detik.com, 14 Februari 2025;
Kompas, 26 September 2024; dan
rri.co.id., 13 Februari 2025.
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